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ABSTRAK 

Septiana Yessi Anggraini/ 222009118/ 2013/ Persepsi Masyarakat Terhadap 
Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kelurahan l alang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Fujuannya adalah untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan pemahaman 
peraturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 
Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menemukan 
dcskripsi general dan universal yang berlaku pada scjumlah variasi siluasi dan kondisi. 
Dalam melakukan penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang berbentuk 
kuisioner kemudian disebarkan atau dibenkan kepada objek dari penelitian sebagai 
bahan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat dua variabel yaitu persepsi mengenai 
kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan persepsi mengenai pemahaman 
terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara keseluruhan dikembangkan 
menjadi 12 indikator masing-masing terbagi 6 indikator. Populasi penelitian ini adalah 
masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kelurahan 
Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang sebagai sampel diambil sejumlah 88 
orang. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan 
datanya adalah kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah perhitungan non 
statistik. Hasil analisis menunjukkan persepsi mengenai kesadaran membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan dan persepsi mengenai pemahaman terhadap peraturan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 

Kata kunci ; Pajak Bumi dan Bangunan. 
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ABSTRACT 

Septiana Yessi Anggraini/ 222009118/ 2013/ The Perception of forwards the 
understanding about the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami 
Palembang. 

The problem of this study was how the perception of forwards the understanding about 
the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami Palembang was. The 
objective of this study was to find out the perception of forwards the understanding 
about the land and building tax rules at Talang Betutu Sukarami Palembang. This study 
used descriptive research, a study conducted to find out the general description about 
some certain situations. Technique of colleting the data was using questionnaires to find 
out the society 's perception forwards the land and building tax. The variables of this 
study were the awareness of paying the land and building tax and the understanding 
about land and building tax rules with 12 indicators of each had 6 variables. The 
population of this study was all the society members who did not pay the land and 
building tax at Talang Betutu Sukarami Palembang with the total sample of 88 people. 
The data used in this study was primary data. Technique of analyzing the data was 
using non statistical analysis the result showed the perception forwards the 
understanding about the land and building tax rules. 

Keywords : Land and Building Tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana 

yang dipergunakan untuk membangun Bangsa Indonesia sebagian besar 

dibiayai dari pendapatan pajak. Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya 

untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Upaya Pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan akan terwujud 

apabila adanya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

Semua berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian target dan 

realisasi penerimaan pajak itu sendiri. 

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang penting artinya 

bagi peiaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional sebagai pengalaman 

Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat. Menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara 

merupakan perwujudan kewajiban Negara sebagai peran serta masyarakat 

dalam membiayai pembangunan. Pengenaan pajak di Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. 

Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh 

Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional, 

sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya 

dilakukan oleh Daerah. 

1 
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Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 

1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menurut Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi 

yang ada dibawahnya. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah atau atau perairan. Prinsip pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, 

keadilan, dan kesederhanaan serta didukung dengan sistem administrasi 

perpajakan yang memudahkan waj ib paj ak dalam memenuhi kewaj iban 

pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 10% untuk Pusat dan 90% untuk 

Daerah, penerimaan bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dengan rincian 6,5% 

dibagikan kepada seluruh kabupaten/ kota, 3,5% dibagikan sebagai intensif 

kepada kabupaten/ kota, penerimaan bagian Pemerintah Daerah sebesar 90% 

dengan rincian 16,2% dialokasikan Untuk Provinsi yang bersangkutan, dan 64,8% 

untuk kabupaten/ kota yang bersangkutan. 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Orang atau Badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas 

bangunan, misainya pemilik, penyewa, dan pemegang kuasa. Objek Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiiiki, dikuasai atau 

dimanfaatkan oleh subjek pajak/ wajib pajak harus didaftarkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) setempat, pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara 

mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 
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Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada daerah, 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Undang- Undang tersebut, yaitu Menteri 

Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubemur dan 

atau Bupati/ Walikota. Sedangkan dalam peiaksanaan selanjutnya dapat 

dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/ Kota. 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan Negara. Unsur-

unsur pokok dari defenisi di atas, yaitu : (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut 

berdasarkan Undang- Undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima 

atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum 

Pemerintah. 

Adapun data yang diperoleh dari Kelurahan Talang Betutu bahwa target 

dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 (lima) tahun 

terakhir adalah sebagai berikut: 

Tabel I . l 

Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

Tahun Ketetapan Realisasi Persentase Realisasi 
( % ) Tahun 

WP WP 
2008 1.434 613 42,75 
2009 1.552 943 60,76 
2010 1.601 955 59,65 
2011 1.745 694 39,77 
2012 1.876 1.153 61,46 

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 
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Berdasarkan tabel I . l diatas penetapan target dari tahun 2008 sampai 2012 

mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 target yang ditetapkan 

sebesar 1.434 wajib pajak tetapi realisasi yang diperoleh sebesar 613 wajib pajak 

atau 42,75 % saja. Pada tahun 2009 target ditetapkan sebesar 1.552 wajib pajak 

akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 943 wajib pajak atau 60,76 % 

saja. Pada tahun 2010 target yang ditetapkan sebesar 1.601 wajib pajak akan tetapi 

realisasi yang diterima hanya 955 wajib pajak atau sebesar 59,65 % saja. Pada 

tahun 2011 target yang ditetapkan 1.745 wajib pajak akan tetapi realisasi yang 

diterima sebesar 694 wajib pajak atau sebesar 39,77 % saja. Pada tahun 2012 

target yang ditetapkan sebesar 1.876 wajib pajak akan tetapi realisasi yang 

diterima sebesar 1.153 wajib pajak atau sebesar 61,46 % dari target yang 

ditetapkan. 

Tabel 1.2 

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 
Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

Tahun Ketetapan Realisasi 
Persentase 
Realisasi 

(%) 
Sisa ketetapan 

2008 537.877.909 26.786.275 4,98 511.109.634 
2009 827.500.170 799.876.369 96,66 27.623.801 
2010 948.216.813 900.438.521 94,96 47.778.292 
2011 1.071.290.389 510.383.557 47,64 973.088.553 
2012 1.115.280.583 482.875.830 43,29 632.404.753 

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 537. 877. 909 

tetapi realisasi yang diterima hanya Rp. 26.768.275 atau 4,98 %. Penerimaan yang 

dianggarkan pada tahun 2009 sebesar Rp.827.500.170 tetapi realisasi yang 
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diterima hanya sebesar Rp. 799.876.369 atau 96,99% . Penerimaan yang 

dianggarkan pada tahun 2010 sebesar Rp.948.216.813 tetapi realisasi yang 

diterima hanya sebesar Rp. 900.438.521 atau 94,96%. Penerimaan yang dianggarkan 

pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.071.290.389 tetapi realisasi yang diterima hanya 

sebesar Rp. 510.383.557 atau 47,64% .Penerimaan yang dianggarkan pada tahun 

2012 sebesar Rp. 1.115.280.583 tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 

Rp.482.875.830 atau sebesar 43,30% dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

masih dibawah penerimaan semestinya bahkan tidak stabil disetiap tahunnya. 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh faktor, antara lain 

faktor persepsi masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Banyak wajib pajak yang tidak 

mengerti akan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri, 

dikarenakan mereka kurang mendapatkan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan 

Bangunan. Rata- rata mereka yang kurang mengetahui tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah mereka yang tingkat pendidikannya hanya sebatas SD, dan 

SMP. 

Selain itu. tanah yang berada di lingkungan Kelurahan Talang Betutu 

terdapat tanah sengketa sehingga berdampak dalam pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Infrastruktur yang ada masih belum banyak diperbaiki seperti, 

jaian utama yang digunakan masih banyak rusak. Dari 3.417 kepala keluarga 

hanya 1.876 (54.9%) yang terdata wajib pajak, 1.541 (45,1%) wajib pajak belum 

terdata. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan 

tersebut. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

"Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar Pajak dan 

Pemahaman Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Talang 

Betutu Kecamatan Sukarami Palembang .̂ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah " Bagaimana persepsi masyarakat 

yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu 

Kecamatan Sukarami Palembang ?" 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat yang 

tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Taiang Betutu 

Kecamatan Sukarami Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak 

sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan penulis dalam bidang Perpajakan khususnya tentang persepsi 

mayarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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b. Bagi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dapat 

dijadikan gambaran khusus yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi 

dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

c. Bagi almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi Almamater 

dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian pertama berjudul Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Bumi 

dan Bangunan Daiam Rangka Meningkatkan Penerimaan PBB di Kecamatan 

Ilir Barat I Palembang dilakukan oleh Merry Eryanti (2010). Perumusan 

masalah dalam penelitian sebelumnya adalah bagaimana persepsi wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat 1 

Palembang. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persepsi 

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ilir 

Barat I Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian kedua berjudul Evaluasi Peiaksanaan Proses Penagihan Aktif 

terhadap Tunggakan PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan Pajak Seberang 

Ulu oieh M. Amin (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut 

bagaimana peiaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Palembang 

Seberang Ulu dan kontribusinya terhadap penerimaan. Adapun tujuannya 

adalah untuk mengetahui peiaksanaan penagihan aktif terhadap tunggakan PBB 

dan BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan 

Kontribusinya terhadap penerimaan. 

8 
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Penelitian ketiga berjudul Analisis Pengaruh Faktor Tingkat 

Pendapatan dan lingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Perilaku 

Menunggak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Ilir 

Timur II Kota Palembang oleh Riantri Hastuti (2005). Perumusan masalah 

dalam penelitian tersebut adalah apakah tingkat pendapatan dan tingkat 

pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi terhadap perilaku menunggak 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Ilir Timur II 

Kota Palembang. l ujuannya adalah untuk mengetahui apakah faktor tingkat 

pendapatan dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku menunggak 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ilir Timur II Kota 

Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kuisioner dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan analisis kuantitatif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama, kedua dan ketiga 

adalah sama-sama meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah ingin mengetahui 

persepsi wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, perbedaan dengan 

penelitian kedua adalah penelitian kedua membahas tentang evaluasi 

peiaksanaan penagihan aktif, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

ketiga adalah membahas factor tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh 

terfiadap pembayaran PBB, sedangkan penelitian sekarang membahas persepsi 

masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 
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B, Landasan Teori 

1. Pajak Bumi dan Bangunan 

a) Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) adalah iuran yang 

dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang 

memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau 

bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut 

menentukan besamya pajak. 

Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan 

tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan 

bumi meliputi tanah dan perairan pedaiaman serta laut wilayah 

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan 

sebagai tempat tinggal atau tempat bemsaha. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa intisari pengertian Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau 

badan yang secara nyata mempunyai hak, memilik, menguasai dan 

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. 
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Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah: 

1. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 

Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. KMK NO.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besamya Nilai Jual Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

3. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besamya 

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan 

Organisasi Intemasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan 

Bangtman Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 

5. Kep Diijen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan 

Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar 

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 

6. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang 

Penyesuaian Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

PBB dan Pembahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004. 

7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan 

Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk 

ICawasan Industri dan Real Estate. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan 

Bangunan ( PBB ) adalah pajak yang dikenakan atas Tanah dan Bangunan 

yang telah memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik 

bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh 

manfaamya. 

b) Klasifikasi Bumi dan Bangunan 

Muhammad Rusjdi (2005 : 9) klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah 

pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa Tanah dan 

Bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitimgan 

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) yang terutang. Tujuan mengelompokkan 

objek pajak menurut nilai jualnya ini berguna untuk memudahkan 

perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dengan berdasarkan pada 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP ) berupa tanah dan bangunan. 

c) Faktor — faktor yang Hams di Perhitungkan dalam Menentukan 
Klasifikasi Bumi dan Bangunan 

Undang- Undang Nomor 12 ahun 1994 Pasal 2 ayat (2) faktor yang 

harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah: 

1) Faktor- faktor dalam menentukan Bumi adalah ; Letak, Peruntukan, 

Pemanfaatan, dan Kondisi Lingkungan. 

2) Faktor- faktor dalam menentukan Bangunan adalah Bahan yang 

digunakan, rekayasa, letak , dan kondisi lingkungan. 
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d) Subjek, Objek dan Objek Pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan PBB 

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 Ayat (1) tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi, dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan yang 

meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, 

dan penyewa. Jika suatu objek baru belum diketahui secara pasti siapa 

wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat ditunjuk oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan 

yang memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan. 

2) Objek Pajak Bumi dan Bangiman (PBB) 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Republik Indonesia. 

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam 

atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 
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3) Objek Pajak yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (1) Objek pajak 

yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keimtungan. 

b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu. 

c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam. hutan wisata, taman nasional, 

tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik. 

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Intemasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

e) Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1 ayat (3) Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beii yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual 

beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga 
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dengan objek lain yang sejenis. atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual 

Objek Pajak Pengganti (NJOPP). 

2) Nilai Jual Objek Pajak l idak Kena Pajak (NJOP 1KP) 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (3) 

menyatakan besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. 

Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ini 

kemudian diubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/ 

KMK.04/ 2000 menjadi setinggi- tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas 

juta mpiah) untuk setiap wajib pajak. Besamya Nilai Jual Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap Kota atau Kabupaten ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan 

dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk Kota Palembang 

ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenaroya. 

Besamya persentase untuk menentukEin besamya Nilai Jual Kena Pajak 

(NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yaitu 

serendah- rendahnya 20% dan setinggi- tingginya dari Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP). 
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4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 6 dasar 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah : 

a) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP), 

b) Besamya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksudkan ayat (1) 

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah 

tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 

c) Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Kena 

Pajak (NJKP) yang ditetapkan srendah- rendahnya 20% dan setinggi-

tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

d) Besamya persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan dengan 

peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

f) Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Menumt Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 tarif yang 

dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 0,5% 

(nol koma lima persen). 



17 

2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dasar Penghitungan Pajak 

( Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1994) 

Secara umum besamya pajak yang terutang dihitung dengan cara 

mengaiikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), atau lebih 

lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus dibawah ini: 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) XXX 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP) XXX (-) 

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) XXX 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) XXX 

- 20% X NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau 

= 40% X NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih) 

Besamya PBB temtang = 0,5 % X NJKP XXX 

g) Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Sistem Pemungutan Pajak 

1) Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 11 tata cara 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut: 

a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Temtang 

(SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 
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ditenmanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib 

Pajak. 

b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus 

dilunasi selambat- lambatnya satu bulan sejak tanggal ditenmanya Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) oleh Wajib Pajak. 

c) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayarannya tidak dibayar 

atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua 

persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puiuh empat) bulan, 

d) Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum 

atau kurang bayar yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang 

harus dilunasi selambat- lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya 

Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Wajib Pajak. 

e) Adapun tempat pembayaran pajak yang terutang adalah : Bank 

Pemerintah, Kantor Pos, giro dan Petugas Pemungut yang ditunjuk secara 

resmi. 

2) Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dalam hal perhitungan pajak yang terutang, penagihannya dilakukan 

dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Paksa (SP). 

a) Penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). 

b) Penagihan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

c) Penagihan dengan Surat Pajak. 
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d) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilunasi 

selambat- lambamya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Tagihan Pajak 

(STP) oleh wajib pajak. 

Dalam hal penagihan pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo, 

penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat di atur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak Negara dengan sural 

paksa yaitu; 

(1) Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada 

Gubemur atau Walikota/ Bupati. 

(2) Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubemur atau Walikota/ Bupati, 

bukanlah pelimpahan urusan penagihan tetapi hanya sebagai pemungut 

pajak. Sedangkan pendapatan objek pajak dan penetapan pajak tetap 

menjadi wewenang Menteri Keuangan. 

Dalam rangka pendataan, wajib pajak/ subjek pajak mendaftarkan objek 

pajaknya dan subjek pajak dan akan diberikan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak (SPOP) untuk di isi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tersebut harus di isi dengan lengkap, 

jelas, benar, tepat waktu dan ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, dan 

disampaikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh subjek pajak, kemudian Direktorat 

Jenderal Pajak menerbitkan SPPT. 
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3) Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dalam mcmungut pajak dikcnal bcbcrapa sistem pemungutan antara 

lain menurut Siti Resmi (2009: 11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 

tiga yaitu sebagai berikut: 

a) Offical Assessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang 

berlaku. 

b) Self Assessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

c) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besamya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
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h) Sanksi Administrasi dan Pidana 

1. Sanksi Adminidtrasi 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 20 sanksi 

administrasi dikenakan terhadap : 

a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dihitimg dari 

pokok pajak terutang. 

b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

temyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka seiisih pajak 

terutang tersebut ditambah atau dikenakan denda sebesar 25% dari seiisih 

pajak terutang. 

c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak terutang pada saat 

jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% 

perbulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan. 

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahim 1997 

tentang penagihan Pajak Negara dengan surat paksa. 

2. Sanksi Pidana 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sanksi pidana adalah sebagai berikut: 



22 

Barang siapa yang karena kealpaamiya : 

a) Tidak mengembalikan/ menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak ; 

b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana kurungan 

selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya sebesar 2 

(dua) kali pajak terutang. 

Barang siapa yang dengan sengaja : 

(1) Tidak mengembalikan/ menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak; 

(2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi isinya 

tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak 

benar; 

(3) Memperlihat surat keterangan paisu atau dipalsukan atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar; 

(4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat dan dokumen 

lainnya; 

(5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 

diperlukan. 

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, maka dipidana dengan 

pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi- tingginya 

sebesar 5 (lima) kali pajak terutang. 
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2) Pengertian Persepsi Masyarakat 

Peter Salim dan Yeni Salim (2001: 220) menjelaskan persepsi 

masyarakat adalah pandangan dari orang atau banyak orang akan hal atau 

peristiwa yang dapat atau diterima serta pemberian penjelasan yang lengkap 

agar tidak terjadi salah pandangan di masyarakat. 

Sulchan yasin (2002:240) menyatakan persepsi masyarakat adalah 

tanggapan (Penerimaan) langsung suatu keadaan, dengan demikian persepsi 

adalah suatu proses yang merupakan aktivitas mengindera, meyeleksi, 

mengorganisasikan, dan menginterprestasikan serta memberikan penilaian 

terhadap objek tertentu. 

Berdasarkan pendapat kata ahli diatas maka dapat dirangkum, persepsi 

merupakan suatu pendapat seseorang atau masyarakat tentang suatu fenomena 

yang terjadi yang disertai dengan penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi 

salah pandang. 

Robbins alih bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Molan 

(2001:89) menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi 

terdiri dari: 

a. Pelaku persepsi 

Bila seseorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba 

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh 

karaktenstik pribadi yang lebih relevan, yang mempengaruhi persepsi 
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adalah sikap, motif kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan 

penghargaan (ekspektasi). 

b. Target 

Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang 

dipersepsikan, gerakan, bunyi, ukuran dan atribut- atribut lain dari target 

membentuk cara kita memandanginya. 

c. Situasi 

Melihat objek- objek atau kejadian- kejadian atau unsur- unsur yang 

berhubungan dengan keadaan misainya waktu dan keadaan sosial. 

3) Persepsi Masyarakat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Pancawati Hardiningsih (2011: 135-136) menyatakan bahwa : 

a) Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara. 

2. Penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat 

merugikan Negara. 

3. Pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan Undang- undang 

No. 12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan. 

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan 

merugikan Negara. 
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5. Pemungutan pajak dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara 

langsung dinikmati oleh wajib pajak. 

6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan 

rakyat 

b) Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan yang mau membayar pajak 

bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak. 

3. Pemahaman akan sanksi jika wajib pajak bumi dan bangunan melakukan 

ketalaian. 

4. Pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan mengenai tarif pajak bumi dan 

bangunan. 

5. Paham akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

yang terdiri dari 15 digit. 

6. Pemahaman akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi 

yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).\ 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Syahirman dan Umiyati (2009:24-27) penelitian menurut 

melodenya terdiri dari: 

1) Penelitian Sejarah 

Adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis logis tentang kejadian-

kejadian yang berlangsung dimasa lalu bertujuan memperoleh pengetahuan 

khusus tentang sejarah dalam bentuk rekontruksi masa lampau yang 

sistematis dan objektif. 

2) Penelitian Kasus 

Adalah penelitian dalam bentuk kasus dengan objek peristiwanya hanya satu 

kasus dengan sumber data atau informasinya orang atau orang- orang yang 

terlibat dalam kesatuan sosial itu, baik sebagai objek ataupun sebagai 

informan. 

3) Penelitian Deskriptif 

Peneliian ini termasuk penelitian yang bertujuan mcncmiikan deskripsi 

general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan 

kondisi. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian pengembangan karena 

meluas pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak 

mendalam melainkan hanya beberapa saja yang masih merupakan masalah. 

26 
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4) Penelitian Survey 

Adalah penelitian yang menerangkan mengapa terjadi atau apa yang akan 

terjadi sehingga penelitian ini sering disebut penelitian sebab akibat. 

5) Penelitian Eksperimental 

Penelitian ini dilakukan dengan mcngikuti prosedur tertentu dengan maksud 

untuk memahami pengaruh suatu kondisi yang sengaja diciptakan terhadap 

suatu gejala tertentu. 

6) Studi Kelayakan 

Penelitian uang bersifat evaluative, atau yang diikuti dengan diagnosis 

tertentu yang ditunjukkan pada layak atau tidaknya suatu kegiatan atau 

usaha yang dilakukan. 

7) Penelitian Tindakan 

Penelitian yang bertujuan memperbaiki suatu wilayah segera setelah 

penelitian dilakukan, dengan cara eksplorasi diaknostik penelitian tindakan 

diikuti dengan terapi terhadap kelenahan- kelemahan yang kita jumpai. 

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan metodenya yaitu jenis 

penelitian deskriptif, karena dalam melakukan penelitian ini menggunakan daftar 

pertanyaan yang berbentuk kuisioner kemudian disebarkan atau diberikan kepada 

objek dari penelitian sebagai bahan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

persepsi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan ingin 

memahami proses masyarakat yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang tidak membayar pajak 

bumi dan bangunan yang berada di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan 

Sukarami Palembang. 

C. Operasionalisasi Variabel 

Tabel IIL1 

Operasionalisasi Variabel 

N 
0. 

Variabel Defenisi Indikator 

1. Persepsi Pendapat masyarakat a. Kesadaran membayar pajak 
masyarakat yang lidak bumi dan bangunan : 
wajib pajak membayar pajak 1. Pajak merupakan 
bumi dan bumi dan bangunan. bentuk nartistnasi dalam 
bangunan yang menunjang 
tidak pembangunan Negara. 
membayar 2. Penundaan membayar 
pajak bumi dan pajak dan pengurangan 
bangunan. beban pajak sangat 

merugikan Negara. 
3. Pajak bumi dan 

bangunan ditetapkan 
dengan Undang- undang 
No. 12 Tahun 1994 dan 
dapat dipaksakan. 

4. Membayar pajak tidak 
sesuai dengan yang 
seharusnya dibayar akan 
merugikan Negara. 

5. Pemungutan pajak 
dirasakan oleh mereka 
sendiri tetapi tidak 
secara langsung 
dinikmati oleh wajib 
pajak. 
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6. Membayar pajak akan 
terbentuk rencana untuk 
kemajuan kesejahteraan 
rakyat 

b. Pemahaman lerhadap 
peraturan pajak bumi dan 
bangunan: 
1. Pemahaman wajib pajak 

bumi dan bangunan 
yang mau membayar 
pajak bumi dan 
bangunan harus 
mempunyai Nomor 
Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). 

2. Pemahaman akan hak 
dan kewajiban wajib 
pajak. 

3. Pemahaman akan sanksi 
jika wajib pajak bumi 
dan bangunan 
melakukan kelalaian. 

4. Pemahaman wajib pajak 
bumi dan bangunan 
mengenai tarif pajak 
bumi dan bangunan. 

5. Paham akan pemberian 
kode dalam Nomor 
Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) yang terdiri 
dari 15 digit. 

6. Pemahaman akan 
peraturan pajak bumi 
dan bangunan melalui 
sosialisasi yang 
dilakukan Kantor 

I I I Pelayanan Pajak (KPP). 
Sumber: Penulis, 2012 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian populasi yang 

akan mewakili populasi untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang ada di 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang tahun 2012. 

Tabel 111.2 
Daftar Wajib Pajak yang Tidak Membayar Bumi dan Bangunan (PBB) 

Tahun 2012 di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

No Kelurahan Jumlah WP yang Tidak 
Membayar Pajak 

1 Talang Betutu 723 

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Berdasarkan tabel diatas penulis melakukan penarikan sampel dengan 

menggunakan metode pemilihan sampel Probabilitas yaitu pcngambilan sampel 

secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata proposional. 

Menggunakan rumus dari Slovin (Uma Sekaran, 2006 : 30). 

Rumus Sampel 

N 
n= 

l+(Ne^) 
V ) 



31 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N ^ Ukuran Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir/ diinginkan. 

Melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

723 
J, _ 

l+(723xO,U) 

n - 723 

8, 23 

n = 87,8 

n -88 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 orang. 

E . Data yang Diperlukan 

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang Supomo (2002 : 146-147), data terdiri 

dari ; 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara). 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data tang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

(diperoleh dan dicatat oleh orang lain). 

Data yang digunakan daiam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

yang merupakan hasil jawaban kuisioner mengenai persepsi masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan data sekunder yang berupa : 

1) Ketetapan dan realisasi wajib pajak PBB periode 2008- 2012. 

2) Ketetapan dan realisasi penerimaan PBB periode 2008- 2012. 

3) Gambaran umum Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang. 

4) Rekapitulasi hasil jawaban penyebaran kuisioner. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Nan Lin (dalam Gulo, 2002: 116- 123), teknik pengumpulan data 

terdiri dari: 

1) Observasi 

Yaitu teknik operasionalisasi data melalui proses pencatatan secara cermat 

dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. 

2) Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. 

3) Kuesioner 

Yaitu penyebaran angket atau penyebaran isian. 
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4) Dokumentasi 

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan pada masa lalu. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, dokumentasi juga wawancara. Kuesioner yaitu berupa daftar 

pertanyaan yang disebar kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. 

Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/ data yang relevan di 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. Wawancara yaitu 

metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat. 

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1) Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009; 13) Metode analisis data terdiri dari : 

a) Kuantitatif 

Yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (scoring). 

b) Kualitatif 

Yaitu metode analisis yang dinyatakan daiam bentuk kata, kalimat atau 

gambar. 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, maksudnya 

manbandingkan penehtian ini dengan teori yang ada. 

2) Teknik Analisis 

Teknik analisis yang dilakukan adalah perhitungan secara non statistik, 

untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat yang tidak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka penerimaan Pajak Bumi 
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dan Bangunan (PBB) dengan mempersentasekan hasil jawaban responden 

terhadap sub variable kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Geografis Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

Daerah Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

dengan luas 709 ha/nP yang berbatasan dengan : 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gasing Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Jambe 

Kecamatan Sukarami Palembang. 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukodadi Kecamatan 

Sukarami Palembang. 

- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajadi Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

Adapun pembagian 14 RW/ 41 RT yang ada di Kelurahan Talang Betutu 

Kecamatan Sukarami Palembang, yaitu : 

1. RWOl (RT01,RT02) 

2. RW 02 (RT 03, RT 04, RT 05, RT 39) 

3. RW 03 (RT 08, RT 09) 

4. RW04(RT10,RT11,RTI2,RT13) 

5. RW05(RT14,RT15,RT36,RT41) 

6. RW06(RT16,RT17) 

35 
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7. RW07(RT 18.RT 19) 

8. RW 08 (Rl 20, R I 21, RT 22, RT 35, RT 37) 

9. RW 09 (RT 23. RT 24, RT 25. RT 34, RT 38) 

10. RW 10(RT27,RT28) 

11. RW 11 (RT29,RT30) 

12. RW 12(RT31.RT32) 

13. RW 13 (RT 06, R l 07, Rl" 40) 

14. RW 14(RT26,RT33) 

a. Luas Daerah/ Wilayah 

Tabel IV. 1 
Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

Di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 
Tahun 2012 

No Wilayah Luas 
1 Permukiman 410 ha/nP 
2 Perkebunan 12 ha/m^ 
3 Kuburan 7 ha/m-
4 Pekarangan 245 ha/m^ 
5 Perkantoran 32 ha/m^ 
6 Prasarana umum lainnya 3 ha/m^ 

Total Luas 709 ha/m^ 
Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Dapat dilihat dari tabel IV. 1 diatas Kelurahan Talang Betutu Kecamatan 

Sukarami Palembang merupakan wilayah yang sebagian besar dipergunakan 

sebagai permukiman dengan luas 410 ha/m .̂ dibandingkan dengan penggunaan 

lainnya, yaitu perkebunan seluas 12 ha/m ,̂ kuburan seluas 7 ha/m^ pekarangan 
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seluas 245 ha/m ,̂ perkantoran seluas 32 ha/m ,̂ dan prasarana umum lainnya 

seluas 3 ha/m .̂ 

b. Pemerintahan Desa/ Kelurahan 

Tabel 1V.2 
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang Tahun 2012 

No Jenis Keterangan 
1 Jumlah jiwa 13. 649 jiwa 
2 Jumlah RW 14 
3 Jumlah RT 41 
4 Jumlah Pos Kamling 38 
5 Junlah Puskesmas 1 
6 Jumlah Posyandu 10 

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Berdasarkan tabel TV.2 diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Talang 

Betutu Kecamatan Sukarami Palembang memiliki struktur pemerintahan 

sebagai berikut : jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Talang Betutu berjumlah 

13. 649 jiwa, Rukun Warga (RW) beijumlah 14, Rukun Tetangga (RT) 

berjumlah 41, pos kamling berjumlah 38, puskesmas berjumlah 1, dan 

posyandu berjumlah 10. Adanya sistem pemerintahan yang tertata rapi 

diharapkan dapat mengoptimalkan peiaksanaan pembangunan. 
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c. Data Wajib Pajak 

Tabel IV.3 
Data Wajib Pajak 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang Tahun 2012 

No RW RT Jumlah Wajib Pajak 
1 01 01 122 2 01 02 122 

3 03 
4 02 04 145 5 02 05 145 

6 39 
7 03 08 131 8 03 09 131 

9 10 
10 04 11 143 11 04 12 143 

12 13 
13 14 
14 05 15 146 15 05 36 146 

16 41 
17 06 16 121 18 06 17 121 

19 07 18 126 20 07 19 126 

21 20 
22 21 
23 08 22 195 
24 35 
25 37 
26 23 
27 24 
28 09 25 204 
29 34 
30 38 
31 10 27 123 32 10 28 123 

33 11 29 72 
34 11 30 72 

35 12 31 93 
36 12 32 93 

37 13 06 121 
38 13 07 121 
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39 40 
40 14 26 129 41 14 33 129 

Jum ah 1.876 
Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Jumlah wajib pajak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang pada tahun 2012 berjumlah 1.876 orang yang terbagi dalam 41 

(empat puluh satu) RT. 

2. Monografi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

a. Kependudukan 

Tabel IV.4 
Data Jumlah Penduduk 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 
Tahun 2012 

No Jenis Keterangan 
1 Jumlah Kepala Keluarga 3.417 
2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Taki- laki 3.418orang 
- Perempuan 6.660orang 

3 Penduduk Menurut Agama 
- Islam 12.846 orang 
- Kristen 674 orang 
- Khatolik 116orang 
- Hindu 8 orang 
- Budha 4 orang 

4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
- Buruh tani 488 orang 

Pegawai Negeri Sipil 388 orang 
Pengrajin Industri Rumah Tangga 5 orang 

- Pedagang Keliling 8 orang 
Montir 8 orang 

- TNI 6 orang 
- POLRI 150 orang 
- Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI 403 orang 
- Pengusaha kecil dan menengah 5 orang 
- Karyawan Perusahaan Swasta 533orang 
- Karyawan Perusahaan Pemerintahan 164orang 
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5 Penduduk Menurut Pendidikan 
Tidak sekolah 60 orang 

- Tamat TK 314 orang 
Tidak Tamat SD 51 orang 

- Tamat SD 2862 orang 
- Tamat SMP 1921 orang 
- Tamat SMA 2352 orang 
- Tamat Dl 297 orang 

Tamat D2 266 orang 
- Tamat D3 103 orang 

Tamat S1 26 orang 
6 Penduduk Menurut Penyandang Cacat 

Tuna wicara 3 orang 
- Lumpuh 1 orang 

Cacat fisik/ tuna daksa 2 orang 
Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang pada tahun 2012 berjumlah 13.649 orang terdiri dari 6.989 laki-laki, 

6.660 perempuan dengan 3.417 KK (Kepala Keluarga). Mayoritas penduduk 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang menganut agama 

islam, dilihat dari mata pencaharian penduduk terdiri dari buruh tani 488 orang, 

pegawai negeri sipil 388 orang, pengrajin industri rumah tangga 5 orang, 

pedagang keliling 8 orang, montir 8 orang, TNI 6 orang, POLRI 150 orang, 

pensiunan PNS/ TNI/ POLRI 403 orang, pengusaha kecil dan menengah 5 orang, 

karyawan perusahaan swasta 533 orang, karyawan perusahaan pemerintahan 163 

orang. Untuk tingkat pendidikan tidak sekolah 60 orang, tamat TK 314 orang, 

tidak tamat SD 51 orang, tamat SD 2862 orang, tamat SMP 1921 orang, tamat 

SMA 2352 orang, tamat Dl 297 orang, tamat D2 266 orang, tamat D3 103 orang, 

dan tamat SI 25 orang. Penduduk menurut penyandang cacat tuna wicara 3 orang, 

lumpuh 1 orang, cacat fisik tuna daksa 2 orang. 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa populasi penduduk 

kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang sangat padal, 

mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan swasta, mayoritas 

tingkat pendidikan SD. Oieh karena itu untuk masa yang akan datang 

pemerintah Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang 

hams lebih memperhatikan sektor pekerjaan dan sektor pendidikan, sebab 

kedua sektor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi penduduk Kelurahan 

Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. 

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

a. Struktur Organisasi Kelurahan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No 17 Tahim 2007 

bagan stmktur organisasi adalah suatu gambaran yang mempakan 

pembagian tugas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Adapun struktur organisasi Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang dapat dilihat seperti dibawah in i : 
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b. Pembagian Tugas Kelurahan 

Pembagian tugas Kelurahan terdiri dari; 

1. Lurah 

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Lurah melaksanakan 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota. Dalam 

melaksanakan tugas pokok , lurah mempunyai tugas : 

a. Peiaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

b. Pemberdayaan masyarakat 

c. Peiaksanaan masyarakat 

d. Penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , lurah melakukan 

korrdinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah 

kerjanya. 

2. Sekretariat 

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan 

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur kelurahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris kelurahan mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana, pengendalian peiaporan dan mengevaluasi 

peiaksanaan program ditingkat kelurahan. 
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b. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun 

anggaran, penataausahaan dari penyusiman pertanggung jawaban 

keuangan. 

c. Menyelenggarakan urusan umum meliputi surat menyurat , kearsipan, 

kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kelurahan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. 

3. Seksi pemerintahan 

Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam merumuskan 

kebijakan, peiaksanaan evaluasi dan peiaporan urusan pemerintahan . dalam 

melaksanakan tugas , seksi pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kelurahan. 

b. Penyelenggaraan administrasi pertahanan/ keagrarian 

c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

d. Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum, pemilihan 

kepala daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

e. Melaksanakan tugas Iain yang diberikan oieh lurah 

4. Seksi ketentraman dan ketertiban 

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu lurah dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peiaksanaan, evaluasi, dan peiaporan 

urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan tugasm 

seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi : 

a. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat 
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b. Pengamanan terhadap peiaksanaan peraturan daerah , peraturan walikota, 

dan keputusuan walikota. 

c. Pembinaan pengawasan terhadap peiaksanaan pengamanan swakarsa 

masyarakat ditingkat lingkungan 

d. Peiaksanaan pembinaan kerukunan hidup inter antar umat beragam 

e. Melakasanakan tugas lain yang diberikan lurah 

5. Seksi kesra dan pelayanan umum 

Seksi kesra dan pelayanan umum mempunyai tugas membantu lurah dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaa, evaluasi, dan peiaporan 

urusan kesra dan pelayanan umum. Dalam menyelenggarakan tugas , seksi 

kesra dan pelayanan umum mempunyai fungsi: 

a. Pendataem terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana, sebagai 

penunjang kegiatan pendidikan 

b. Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda, keolahragaan, 

kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan 

kemasyarakatan lainnya. 

c. Peiaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga 

berencana, sesuai program instansi terkait 

d. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan 

pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. 
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6. Seksi ekonomi dan pembangunan 

Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu lurah 

dalam penyiapan bahan, perumusan kebijakan, peiaksanaan, evaluasi, dan 

peiaporan urusan ekonomi pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas , 

seksi ekonomu dan pembangunan mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan 

peiaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan 

b. Peiaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan 

perekonomian kelurahan 

c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta peiaporan 

langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

d. Peiaksanaan itensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan 

serta pajak lainnya dilingkungan wilayah kerjanya. 

e. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, 

pertambangan/ galian C , koperasi, UKM, dan glongan ekonomi lemah 

f. Pembinaan, pembangunan serta pemantauan kegiatan 

g. Peningkatan peiaksanaan pembangunan swadaya masyarakat 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah 
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7. Kepala lingkungan 

Kepala lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala 

kelurahan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

kepala lingkungan mempunyai fungsi membantu peiaksanaan tugas 

kelurahan dalam wilayah kerjanya. 

c. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimaJ dalam penyusunan target 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan 

Sukarami Palembang harus direalisasikan untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 

dan 2012. Target ini dibuat dengan berbagai pertimbangan yaitua sesuai 

dengan perkembangan daerah tersebut dan memperhatikan kondisi ekonomi, 

jika perkembangan daerah tersebut baik maka penetapan pajaknya akan besar, 

demikian pula dengan pertimbangan kondisi ekonomi, jika kondisi ekonomi 

suatu daerah baik maka petetapan pajaknya akan besar. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.5 
Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kelurahan Talang Betutu 

Kecamatan Sukarami Palembang 

Tfttaua Ketetapan Realisasi % 
Sisa Ketetapan Sisa 

% 
Tfttaua 

WP Rp WP Rp 
% 

WP Rp 
Sisa 
% 

2008 1.434 537. 877. 909 613 26. 786. 275 4,98 821 511.109.634 95,02 
2009 1.552 827. 500. 170 943 799.876. 369 96,66 609 27.623.801 334 
2010 1.601 948.216.813 955 900.438. 521 94.96 646 47.778.292 5.04 
2011 1.745 123. 073. 576 694 33.801.573 27,46 1.051 89.272.003 72,54 
2012 1.876 167. 063. 770 1.153 73. 935. 463 44.25 723 93.128.307 55,75 

Sumber : Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, 2012 
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B. PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Responden 

Sesuai dengan yang dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa populasi 

penelitian ini adalah masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. 

Penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode 

pemilihan sampel secara acak sederhana dan secara acak berdasarkan strata 

proposional. Menggunakan rumus dari Slovin (Uma Sekaran, 2006 : 30). 

Rumus Sampel 

N 
n = 

l+(Ne==) 
V ) 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N - Ukuran Populasi 

e - Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir/ diinginkan. 
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Meialui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

723 
n = 

l+(723 xO,U) 

n - 723 

8, 23 

n - 87,8 

n -88 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 orang. 

2. Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang. 

a. Persepsi Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Mengenai Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan maka diperoleh 

hasil yang dapat dilihat dari tabei IV.6 berikut in i : 

Tabel IV.6 
Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

No Pertanyaan A B C D E Total 
Responden 

1 Setujukah anda bahwa 
membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) 
merupakan bentuk 
partisipasi dalam 
menunjang 
pembangunan Negara 
? 

27 26 29 5 1 88 
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2 Setujukah anda bahwa 
menunda membayar 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dan 
pengurangan beban 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 
sangat merugikan 
Negara ? 

23 20 26 10 9 88 

3 Setujukah anda bahwa 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 
ditetapkan dengan 
Undang- undang 
No. 12 Tahun 1994 dan 
dapat dipaksakan ? 

18 22 31 12 5 88 

4 Setujukah anda bahwa 
membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) 
tidak sesuai dengan 
yang seharusnya 
dibayar akan 
merugikan Negara ? 

9 14 24 27 14 88 

5 Setujukah anda bahwa 
pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan 
(PBB) dirasakan oleh 
mereka sendiri tetapi 
tidak secara langsung 
dinikmati oleh wajib 
pajak ? 

17 18 28 12 13 88 

6 Setujukah anda bahwa 
dengan membayar 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) akan 
terbentuk rencana 
untuk kemajuan 
kesejahteraan rakyat ? 

36 22 24 4 2 88 

Total Jawaban 130 122 162 72 44 528 
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Keterangan : 

A. Sangat setuju 

B. Cukup setuju 

C. Setuju 

D. Kurang setuju 

E. Tidak setuju 

Berdasarkan tabei IV.6 diatas, persepsi masyarakat yang tidak 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pertanyaan : Setujukah 

anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk 

partisipasi daiam menunjang pembangunan Negara, dapat diketahui bahwa 

jawaban dari pertanyaan tersebut menunjukkan 32,9% yang merupakan 

jawaban dominan memilih setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa tepat 

menempatkan Pajak sebagai bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan 

Negara. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa menunda membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) dan pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) sangat merugikan Negara, dapat diketahui bahwa jawaban dari 

pertanyaan tersebut 29,5% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, 

sehingga dapat disimpulkan masyarakat menyadari arti pentingnya membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa Pajak Bumi dan Bangiman (PBB) 
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ditetapkan dengan Undang- undang No. 12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan, 

dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 35,2% yang 

merupakan jawaban domman dominan memilih setuju, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat menyetujui Pajak Bumi dan Bangunan di atur 

oleh Undang-Undang yang dipaksakan. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangiman 

terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan 

Negara, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 30,7% yang 

merupakan jawaban dominan memilih kurang setuju, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat kurang setuju bahwa tidak membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan dpaat merugikan Negara. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dirasakan oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung 

dinikmati oleh wajib pajak, dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan 

tersebut 31,8% yang merupakan jawaban dominan memilih setuju, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui manfaat membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan tidak dirasakan langsung oleh mereka, 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Setujukah anda bahwa denga membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat, 

dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 40,9% yang 
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merupakan jawaban dominan memilih sangat setuju, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat menyetujui dengan membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat terbentuk rencana untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. 

Rangkuman dari tabel IV.6 adalah 24,6% yang berpendapat sangat 

setuju, 23,1 % yang berpendapat cukup setuju, 30,7% yang berpendapat setuju, 

13,6% yang berpendapat kurang setuju, dan 8,3% yang berpendapat tidak 

setuju, terhadap keenam pertanyaan di atas. Persepsi masyarakat yang tidak 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara dominan setuju. 

b. Persepsi Masyarakat yang tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
mengenai Pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan maka diperoleh hasil 

yang dapat dilihat dari tabel IV.7 berikut in i : 

label IV.7 
Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

No Pertanyaan A B C D E Total 
Responden 

1 Pahamkah anda 
bahwa wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang mau 
membayar pajak bumi 
dan bangunan harus 
mempunyai Nomor 
Pokok Wajib Pajak 
(NPWP)? 

21 34 20 9 4 88 

2 Pahamkah anda akan 
hak dan kewajiban 
wajib pajak ? 26 26 27 6 3 88 

3 Pahamkah anda akan 
sanksi jika wajib 
Pajak Bumi dan 

12 15 35 16 88 
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Bangunan (PBB) 
melakukan kelalaian ? 

4 Pahamkah anda 
mengenai tarif Pajak 
Bumi dan Bangunan 
(PBB) ? 

16 22 29 14 7 88 

5 Pahamkah anda akan 
pemberian kode dalam 
Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) yang 
terdiri dari 15 digit? 

10 29 22 12 15 88 

6 Pahamkah anda akan 
peraturan pajak bumi 
dan bangunan melalui 
sosialisasi yang 
dilakukan Kantor 
Pelayanan Pajak 
(KPP)? 

24 21 25 9 9 88 

Total Jawaban 109 147 157 66 48 528 

Keterangan : 

A. Sangat paham 

B. Cukup paham 

C. Paham 

D. Kurang paham 

E. Tidak paham 

Berdasarkan tabel VI.7 diatas, persepsi masyarakat yang tidak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pertanyaan : Pahamkah anda bahwa 

wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mau membayar pajak bumi dan 

bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat diketahui 

bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 38,6% yang merupakan jawaban 

dominan memilih cukup paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
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yang mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus mempunyai Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan hak dan kewajiban wajib pajak, dapat 

diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 30,7% yang merupakan 

jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

paham akan hak dan kewajibannya. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan sanksi jika wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) melakukan kelalaian, dapat diketahui bahwa jawaban dari 

pertanyaan tersebut 39,8% yang merupakan jawaban dominan memilih paham, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham akan mendapat sanksi 

apabila mereka melakukan kelalaian. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Biuni dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Pahamkah anda mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dapat diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 32,9% yang 

merupakan jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat mengetahui berapa tarif Pajak Bumi dan Bangunan. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan : Pahamkah anda akan pemberian kode dalam Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit, dapat diketahui bahwa jawaban 

dari pertanyaan tersebut 25% yang merupakan jawaban dominan memilih cukup 
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paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit. 

Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pertanyaan ; Pahamkah anda akan peraturan pajak bumi dan bangunan 

melalui sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) , dapat 

diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 28,4% yang merupakan 

jawaban dominan memilih paham, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

paham mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Kesimpulan dari tabel IV.7 adalah 20,6% berpendapat sangat paham, 

27,8% berpendapat cukup paham, 29,7% berpendapat paham, 12,5% berpendapat 

kurang paham dan 9,1 % berpendapat tidak paham, terhadap keenam pertanyaan di 

atas. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dominan menunjukkan paham. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat yang Tidak 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan 

Sukarami Palembang yang teiah diuraikan pada BAB IV, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) menunjukkan 24,6% berpendapat sangat setuju bahwa 

kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 23,1% berpendapat cukup 

setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan menjadi faktor 

utama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 30,7% 

berpendapat setuju bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dan 

menjadi faktor utama daiam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 

13,6% berpendapat kurang setuju bahwa bahwa kesadaran masyarakat 

sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan dan 8,3% berpendapat tidak setuju bahwa kesadaran 

masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

57 
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2. Persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) terhadap pemahaman mengenai Peraturan Pajak Bumi dan 

Bangunan menunjukkan 20.6% berpendapat sangat paham bahwa 

pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat 

penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri 

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila 

mereka memahami arti penting membayar pajak, 27.85 berpendapat 

cukup paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan 

Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran 

di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

apabila mereka memahami arti penting membayar pajak, 29,7% 

berpendapat paham bahwa pemahaman mengenai peraturan Pajak 

Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat menimbulkan 

kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan apabila mereka memahami arti penting membayar pajak, 

12,5 berpendapat kurang paham bahwa pemahaman mengenai 

peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dikarenakan dapat 

menimbulkan kesadaran di dalam diri masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan apabila mereka memahami arti penting 

membayar pajak dan 9,1 % berpendapat tidak paham bahwa 

pemahaman mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat 

penting dikarenakan dapat menimbulkan kesadaran di dalam diri 
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masyarakat imtuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila 

mereka memahami arti penting membayar pajak. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran 

kepada Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang mengenai 

persepsi masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : 

1. Agar Kelurahan lalang Betutu dapat memberikan kegiatan 

penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bekerjasama 

dengan instansi Pemerintah terkait. 

2. Memberikan sosialiasi terhahadap berbagai jenis peraturan atau 

perundang-undangan mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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Judul Penelitian :"Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Membayar 

Pajak dan Pemahaman Peraturan Bumi dan Bangunan di 

Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami 

Palembang", 

Keterangan 

• Berikan tanda silang ( x ) pada jawaban yang anda piiih. 

• Identitas dan jawaban anda tidak akan dipublikasikan, hanya untuk bahan 
kajian dalam penyusunan skripsi. 

Identitas Responden 

Nama : 
Jenis Kelamin 
Umur : 

A. Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 
bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 

2. Setujukah anda bahwa menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat merugikan Negara ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 

3. Setujukah anda bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dengan 
Undang- undang No. 12 Tahun 1994 dan dapat dipaksakan ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 



4. Setujukah anda bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sesuai 
dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 

5. Setujukah anda bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dirasakan 
oleh mereka sendiri tetapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 

6. Setujukah anda bahwa denga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan 
terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ? 
A. Sangat setuju 
B. Cukup setuju 
C. Setuju 
D. Kurang setuju 
E. Tidak setuju 

B. Pemahaman terhadap peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Pahamkah anda bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mau 
membayar pajak bumi dan bangunan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP)? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 

2. Pahamkah anda akan hak dan kewajiban wajib pajak ? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 



3. Pahamkah anda akan sanksi jika wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
melakukan kelalaian ? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 

4. Pahamkah anda mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 

5. Pahamkah anda akan pemberian kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
yang terdiri dari 15 digit? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 

6. Pahamkah anda akan peraturan pajak bumi dan bangunan melalui sosialisasi yang 
dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ? 
A. Sangat paham 
B. Cukup paham 
C. Paham 
D. Kurang paham 
E. Tidak paham 
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1 

20,423 j 3,530,064,291 5,284 378,996,195 10.63, 1,9921 164,893,972 7,276 543,890457 15.41 13,147 2,936,174,124: 84.59 

PALEMBANG, D E S E M B E R 2008 
KEPALA DWAS PENDAPATAN DAERAH 

Dra. Hj. SUMAIYAH MZ, MM 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 130805523 



KEC/J^TA-N S L K A l ^ n 

: JANUARI 2009 S/D DESEMBER 2009 

NO KELOTAHAJS ICETETAPAN REALISASI •/c 
SIS.'̂ KErETkPA\' 

NO KELOTAHAJS WP R> YT •/c Rp_ 
1 SUKODADI 2.10S 1 Rp. 221.541.408 1346 Rp. 149.147.34(̂  67,32 762 Rp 72 393 068 

2 SUKAJAYA 6.095 I Rp. TOO.492.165 3980 Rp. 22<S.85:>.78: 57,i4 2.315 Rp 171.635.383 

SUT:ARAMI 2.672 
1 

i Rp.905/)27.542 U96 Rp 68A30 .90" 72/5 975 Rp 262.725.735 

4 rAi.ANaBETuru 1.552 
i 

Rp. 327.500.170 913 Rp 79̂ '.87ti.36*̂  96 A6 609 , Rp. 27.623.8C1 

5 :<EFUN BUTG/. 5.41 S Rp. 910.746.516 3790 Rp 450.07'.42 49,-2 1.628 Rp 46 3.667.095 

() 5 U r A D - -UNH. r U J> 2.765 Xp. 331. 546.380 1786 Rp 19 713 .82 58,. 4 989 Rp. 13 7.51 4.259 

T A I A N G J/KIBE 96: Rp. 56.Z42-327 1-17 RD 5') 73 i 214 

• 

106 21 -354 Rp'.-3.191. ;89 

JUIMLAH 21. ;74 
.~ — 

Rf. 3.498. 96. 308 14 558 Fp2.569.; 24.556 69.17 6.716 Rp. 1.3 29.(71/52 

Mengefc-hui, 
CAMAT SUI JLRVMI 

USmFSNI- S.sci.MM. 
TIP. 440 024 284 

P£lem4aQg ; DESEMBER' 2909 

M NA3IR, 
NIP. 4̂ 0 01S 41 > 

http://27.623.8C1


D A F A R : CETTTA'An DANRE /USASI PBB T / .HUN ANG 3AF A N 20: 0 MOC EL E. 2 
t lUKU : I * / d V 
BUL \ N : u NUAM 201J S/0 O^SErmf t H'lO 

( E : A V A T A N : SU t A R X M I 

NO 

_ 

KE.URA IAN 
KFTET; PAN A E / USAil BU AN ALU 

% 

RE / U S A IBU AN VJI R A U S VSI S 0 8 1 LAN INI SIS/ KT ETAl AN 
SIS \ 56 NO 

_ 

KE.URA IAN 
W ' WP Rp 

% 

WP Rp VP p V P Ra 
SIS \ 56 

1 5 JKOrVUN 2 )29 290.002.^83 U S ? .59.: 72.6< 9 ICS 2,3C5.6r 137 IS L37S .262 62 61 956 lOf 424 221 37 39 

2 5 JKAJ XYA 6.^32 S73.182.C4B 4.7 74 20.213.5^9 J 5,81 2.3S I34 i 5.02. 34 !.65C xK)7 59 71 :.608 23 i 231 541 4C 29 

3 S JKAf AMI Z.JOl 1 079. )74.£17 1.756 39.7 i9.4f 4 18,55 .6.31110: 134: 75 i.OSE 567 70 37 958 323 005.150 29 93 

4 T / I A N 5 B c r i r a 1 . » 1 948. a6 .£13 i. 99.11936 3 14,83 ;- i 134115; 951 90 J.43S -S21 94 96 646 47 778. 292 S,M 

S K~BUr BUOGA S.320 1 285. ;24.1 ?3 3.7 33 ;56.6 J2Mi ^3,29 17 7 - 1.04 174: i88f 59 '.683 210 46 48 3 940 638 142. )33 53 52 

6 S JKAEANG JN 2. 22 « » . : 12.117 1.713 ZS8.7:Z.17J (3.22. £5 9-01 7.641 l .Slf 27 •.72£ 818 67,37 1 004 131 483. U9 32 13 

7 T.XLAN3 JAMSE 1. 36 128. 80.7 >9 1.1 '8 763 4.73) £9,73 71 4.05 .-283 ..25: 8 ).96e O i l 62. 37 
^ 

47 814. '18 37 13 

J U M L X H 23. 41 4.714,193.2 0 153 3 3.C20.T 9.401 e\fi7 821 1 : 6.33 .39C i'i.14; 3.13 .112 796 66. 33 7 596 1377 880. 24 33 47 

P J - E V B A N l , iDE£3MB ;it 2: 10 » 



U A t - l M K : K c T E f A K A N P A N K h A U S A S I .̂ BB TAHUf( Af̂ GGARlvN 2011 M3D2L 2-2 
B JKt - : 1 s /d V 

B J I A N : lAKUARI 2011 i /D DESEMBER 2011 

K E C A M A T A N : 5 U K . W M 1 

NO K E U IRAH AN 

K E T E T A J A N S E A U S A S BULAN I / I U 

% 
R E A L S A S I B U U J V I N : RE/.LlSA5t S / L But A N 1 \K SISA K E T E F A P A N 

S I S A % • NO K E U IRAH AN 

WP RD WP . RD 
% 

' P Rp 

S I S A % • 

1 SOKODADl 9 d 17 '•'37 cj-yi n. 7 2 ,09 13: 3D aUa. -Ob 28,6 8 1. '35 241. "; 64.136 7^ £7 \ 
f ±,*. ^ -

2 51. K A J / Yjq 7 7 ro . 4 / . r d j i X L ' 7 <;t 7 
X.3f / 

1 ;i7 7r.7 AO-' 2 - 37 59: 5:5.296.565 3 179 "l^T "C"A 
237 538.--50 

31,: 5 4. -00 510.:. 838 i7 O o , t + 

1 . _ sa.U-.xy .4iiJ / / J 1 O - OTr ' 
J- J;<J3t 

1 i 77 x.;,x/ 386 S'-.605 506 956 217 936.;:36 1R X 7 2.289 
T 

955.t 73.0'i4 Q' C 3 
B1 , L 1 

4 T A - A N G BrrJTU 1 . 7 - 5 I (:71 389 6C3 If<5 377 Q 0 7 17.30 86 : .905 241 s:ad Sin I R l <S7' 47 6 4 1 . o l 07^ fiSfi S'lT 90 J;l ;n/,c J 

S KE3UN BUN J A 6.1 -3 1.547.2-U.192 1.913 2 -a.aE 3-036 1 ,66 257 Sr.215 524 2 170 331498.(-6C 2 V 3 3.753 1 215.7325:2 78,5 ' 

6 S U CAB/vNGL N 3.2.-T 5 59.4 9.5Ga 1-053 i-'0.oc.).i7: 2: ,02 17ci 4: .628 006 1 220 185 528.: 77 33,23 2.;-6i ?73.£ 21.3 . 3 668 i 

7 T A L A N G JAT ' .BE 2.049 273920.4S 1 812 51.345.08C 2: ,33 1 129! L,198 569 941 59 544.649 26,59 1.08 164.3758-5 73,4-

J U - A L A H 259^9 5.670.701.224 8.473 1.047.012.678 1846 1 1.5S3: Z7C.020 913 10 031 1 639.133.915 28.90 1SX98 4.443.839.030 78,36 

P / i E M 3 A N ( , D E S E M B E R 2011 

KEP/ JLA E NAS PENr^APA TAN 9AEFAH 

r.OTA PAl -JVIB.\NG 

— ' A v _ _ ^ 

' :9ra,lJ;5i.2yw«*T3ifrviZ,f1M 

'•^ PEN BIN/ UT/ MA MUt A 
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D \ F T / R : K E ^ A ^ A N DA JREUJSXSI "AH J N / N G t A R / N 2)12 

BU OJ : I s / d V 

B U A N : J A N l A R i 2 0 : ^ S / D C E S E M B i R 2 d l 2 

MODE - E. ! 

KECAJlATWt SUCARXMI 

K t r E T A 'AN tEAUxASi ULAILAIJ RE OiSA 31 BU AN 141 REAL1S/31S/ tBulU4 1 11 S SA K-lhI< PAN 

HO K a U R / H A N % % 
W Bp JVP T P WP Rp WP Rp 

1 51IK(0A0: 2.487 jOS.= 3585 2 1.53' 32 .443 359 64,: 3 17 5.9: 3.92C -644 333 362.: 79 65,9 8 3 1 2.02 673 3- ,04 

2 SUK/iAVA S.)59 765.f 31.753 3.52 : 48 .727 799 49,13 ; i s 34.2t 5.8l£ :.768 515 934. IS 53,4 4.2^1 4-982-.135 * .58 

3 S U K / R A M 3.149 1.188.2 yzsii 1.96, 97 279 4S5 65,5 4 39 xg.* 7.255 1.06C '-005 226. 08 67,5 l.D '.9 A 2.87..430 3 ,45 

4 -AlA'Ki B TUTU 1.J78 1.115.240.583' 1.12 • 426 986 434 38^:8 26 2.77X97r 1.153 482 S75.K30 43.29 7 8 6.-2.401.753; 5(i,70 

5 X E 8 1 N Bl N G A 6.173 2. i68.4 3785S 3.B8-: 98^841 241 45,tT :72 37,4:2.91' 1.Q9C • i.07£ 364. 88 49,6 • 2.3'.'.3 LO 2-07:398 6 ,36 

S S U K / . B A N G U N 3.324 '23.147.53 3 2.23" 38;823 487 53, '8 32 16.275.385 L325' 40E198.>76 56,0^ 1.115 3 7.94- .663 4. ,97 

7 T A U iG L'-MBt 2 15J 196.CT2.2C5 1.28? 12 .227 360 41,f2 35 S.3ES.57; L3A£ 12£ 562. J32 43,4 ; 1.1 r? 1 7.SOi .273 6 ,58 7 

J J M > A H 28. >19 7.765.248.123 5.62: i.712.529.v)35 51.' 9 756 1 518: 744: i ; 8 8 £ '.947 525..̂ 98 54.3? 11.6-l 3.314.762.725 4.^62 

I AL£r iBAN 3, D E S E M B E R 2012 

KE OAU DIN/ 5 PE (DAP XTAf DAE iAH 

KO' A P/ U M ANC 

^ J g r rtSWrO^AP . MZ M M 

P : M B I 4 A ITAM ' Mi DA 

m 5097 2 197 303: 003 
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